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ABSTRAK 
 

Kartu kredit adalah salah satu produk bank yang dikeluarkan untuk memberikan 
kemudahan bagi masyarakat. Kartu kredit dapat digunakan untuk pembelian secara 
kredit (angsuran), dan penarikan uang tunai di mesin ATM.Biaya atas transaksi kartu 
kredit oleh pemegang kartu pada merchant akan ditanggung oleh bank, lalu 
pemegang kartu akan melunasi hutang kepada bank.Penelitian ini dilakukan dengan 
pendekatan hukum yuridis empiris, yang bertujuan untuk melukiskan mekanisme 
pelaksanaan penerbitan kartu kredit  yang berlokasi di PT. Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) Cabang Surakarta. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kualitatif.Data yang diperoleh disusun, kemudian dilakukan reduksi atau pengelolaan 
data, menghasilkan sajian data dan ditarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa syarat dan mekanisme pengajuan permohonan penerbitan Kartu Kredit pada 
PT. BRI Cabang Surakarta tidak rumit.Permasalahan hukum yang timbul dari 
penerbitan Kartu Kredit adalah adanya wanprestasi dalam bentuk tunggakan 
pembayaran tagihan kredit. 

  
Kata kunci: Perjanjian, Kartu Kredit 
 
 
 

ABSTRACT 
 

A credit card is one of the bank’s products are issued with the aim to provide 
convenience for the a lot of people. In addition it can be used for purchasing credit 
(installment), credit cards can also be used for cash withdrawal at ATM machine. 
The cost of credit card transactions by the card holder to the merchant will be borne 
by the Bank, and the card holder will pay off the debt to the Bank.The research was 
conducted with empirical juridical approach, that aims to render the mechanism of 
implementation of the Credit Card issuing Bank Rakyat Indonesia Surakarta branc. 
As for the data analysis technique which uses a qualitative descriptive method. The 
data obtained are arranged, and then do the reduction or data and cereal and then 
drawn conclusions.The results showed that the terms and mechanisms of filing 
petition for the issuance of a credit card at BRIis easy. Legal issues arising from the 
issuance of credit cards is a tort in the form of a credit for bill payment in arrears. 

 
Key word: Contract, Credit Card
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PENDAHULUAN 

Pada pola kehidupan masyarakat modern, membawa uang sebagai alat bayar 

memiliki resiko yang cukup tinggi, terlebih jika digunakan untuk sebuah transaksi 

yang membutuhkan banyak uang. Resiko yang sering muncul adalah seperti 

kehilangan, pemalsuan, ataupun terkena perampokan atau bahkan penjambretan 

ketika di jalan. Akibatnya transaksi dengan menggunakan uang tunai sebagai alat 

pembayaran mulai menurun penggunaannya. Hal tersebut merubah perilaku pola 

hidup masyarakat modern dalam hal berbelanja, yaitu yang awalnya menggunakan 

uang cash (tunai), kemudian beralih kepada pembelanjaan dengan menggunakan 

kartu, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kartu kredit (credit card). 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (4) pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan 

Kartu (APMK), yang dimaksud dengan kartu kredit (credit card) adalah Alat 

Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan 

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk 

transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban 

pembayaran Pemegang Kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, 

dan Pemegang Kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran 

tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun 

secara angsuran. 

Pemakai atau pemegang kartu kredit disebut nasabah bank. Menurut Pasal 1 

angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan 
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bahwa nasabah adalah orang yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan 

berdasarkan bank yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan 

nasabah yang bersangkutan. 

Kegunaan yang paling utama dari kartu kredit adalah sebagai alat 

pembayaran pengganti uang tunai.  Disamping itu, dengan kartu kredit juga dapat 

digunakan untuk penarikan tunai diberbagai ATM. 

Namun, dalam praktek yang ditemui pada kehidupan masyarakat dewasa 

ini, adalah sering terjadi adanya istilah “wanprestasi” atau permasalahan 

penunggakan pelunasan hutang yang timbul dari penggunaan kartu kredit secara 

berlebihan sehingga mempersulit pemakai kartu kredit untuk melunasi 

pembayarannya. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu pertama, mengenai mekanisme penerbitan Kartu Kredit oleh 

BRI.Kedua, kontrak penerbitan kartu kredit antara pihak bank sebagai penerbit 

dengan pihak nasabah sebagai pemegang kartu kredit.Ketiga, upaya yang ditempuh 

pihak penerbit untuk mencegah terjadinya wanprestasi pada nasabah pemegang kartu 

kredit.Keempat,upaya penyelesaian yang ditempuh pihak penerbit apabila terjadi 

wanprestasi pada pemegang kartu kredit. 

Tujuan dari penelitian ini yakni pertama, untuk mengetahui mekanisme 

penerbitan kartu kredit di BRI cabang Surakarta.Kedua, untuk mengetahui kontrak 

penerbitan kartu kredit antara bank sebagai penerbit dengan nasabah sebagai 

pemegang kartu kredit.Ketiga, untuk mengetahui upaya penerbit dalam mencegah 

terjadinya wanprestasi pada nasabah pemegang kartu kredit.Keempat, untuk 
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mengetahui upaya penerbit dalam mengatasi terjadinya wanprestasi pada pemegang 

kartu kredit. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi penulis mengenai mekanisme penerbitan kartu kredit beserta perjanjian di 

dalamnya, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang 

bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata 

pada khususnya, dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai 

literatur atau bahan informasi ilmiah. 

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya 

apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Penelitian dimulai ketika 

seorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapinya secara sistematis 

dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yang bersifat ilmiah.Artinya 

bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau 

beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan 

yang mendalam terhadap fakta tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan 

atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.1Pendekatan 

dalam penelitian ini termasuk pendekatan hukum yuridis empiris.Pendekatan hukum 

sosiologis atau empiris adalah metode yang dilakukan untuk mendapatkan data 

primerdan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif 

dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan 

proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang 

mutakhir.2Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian diskriptif, karena penelitian 

                                                 
1Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UII Press, hal. 12. 
2Soerjono Soekanto & Sri Mamudji.2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). 
Jakarta: Rajawali Pers, hal. 14. 
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ini bertujuan untuk melukiskan mekanisme pelaksaan penerbitan Kartu Kredit BRI 

Cabang Surakarta. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di PT. BRI Cabang Surakarta. 

Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan dikarenakan letak lokasi yang strategis 

berada ditengah-tengah perkotaan kota Surakarta serta produk Kartu Kredit yang 

dikeluarkan oleh BRI belum terlalu banyak diketahui oleh masyarakat.  Metode 

pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalahstudi 

kepustakaan, wawancara, dan observasi. Dengan teknik analisi data menggunakan 

diskriptif kualitatif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Mekanisme Penerbitan Kartu Kredit di BRI Cabang Surakarta 

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan 

yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan, dan 

deposito.kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) 

bagi masyarakat yang membutuhkannya.3 

Adapun proses mekanisme penerbitan kartu kredit Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Surakarta adalah: Pertama pengisian lembar aplikasi permohonan penerbitan 

Kartu Kredit yang dilakukan oleh calon pemegang kartu. Formulir permohonan 

tersebut diisikan secara lengkap oleh pemohon, yang secara garis besar meliputi jenis 

kartu kredit yang diinginkan, dan identitas diri pemohon beserta jabatan, nama 

perusahaan, dan alamat perusahaan pemohon. Dalam form aplikasi permohonan 

penerbitan kartu kredit terdapat fasilitas BRI Protection Plus (asuransi asuransi yang 
                                                 
3 Kasmir, 2002, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 23 
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bekerjasama dengan kartu kredit BRI) dan auto debet BRI (pembayaran tagihan kartu 

kredit melalui debet rekening BRI), dimana fasilitas BRI protection Plus 

memerlukan biaya tambahan, maka fasilitas tersebut hanya dapat diperoleh apabila 

pemohon menyetujui, sehingga terdapat pilihan bagi pemohon untuk setuju 

menggunakan fasilitas tersebut atau tidak setuju. Ketentuan pada pasal 18 ayat (4) 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan APMK, menyebutkan bahwa penerbit dilarang memberikan fasilitas yang 

mempunyai dampak biaya tambahan kepada pemegang kartu dan/atau memberikan 

fasilitas lain diluar fungsi utama kartu kredit, tanpa persetujuan tertulis dari 

pemohon. 

Kedua, menandatangani isi perjanjian oleh pemohon yang menandakan 

persetujuan seluruh isi sayarat dan ketentuan yang dibuat oleh Bank.Sesuai Pasal 14 

PBI No. 14/2/PBI/2012, dengan tegas menyatakan bahwa pemberian Kartu Kredit 

oleh penerbit Kartu Kredit wajib didasarkan atas permohonan yang telah 

ditandatangani oleh calon pemegang kartu. Setelah itu, pemohon harus 

mengumpulkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut, yakniFotocopy 

KTP;Fotocopy kartu kredit bank lain yang berumur minimal 6 bulan (jika adadan 

wajib jika sudah mempunyai kartu kredit dan berlaku bagi karyawan, wiraswasta 

atau profesi);Slip gaji asli (minimal total gaji 3 juta rupiah, jika belum ada kartu 

kredit dari bank lain); Surat keterangan penghasilan (SKP) memakai kop surat resmi 

perusahaan dengan print percetakan bukan hasil print komputer (karena kena air akan 

luntur maka persyaratan tidak diperkenankan) di dalam SKP terdapat nomor surat 

menerangkan nama, jabatan, lama kerja, perincian gaji, dan total gajidan 
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ditandatangani oleh setara manager; Fotocopy SIUP, fotocopy NPWP, fotocopy 

cover tabungan/cover rekening Koran dan rincian transaksi 3 bulan 

tabungan/rekening Koran (untuk wiraswasta); Fotocopy surat ijin dan fotocopy cover 

tabungan/cover rekening koran (untuk professional). Syarat lain yang harus dipenuhi 

adalah batas usia pemohon adalah 21 tahun atau yang telah dewasa menurut Undang-

Undang hingga usia 65 tahun, serta batas minimum penghasilan pemohon adalah 3 

juta rupiah. 

Mekanisme yang ketiga, adalah penyerahan formulir beserta syarat-syarat 

lain yang dibutuhkankepada petugas divisi kartu kredit BRI Cabang Surakarta untuk 

diserahkan pada divisi kartu kredit kantor wilayah di Jogjakarta untuk diregistrasikan 

ke kantor pusat BRI di Jakarta. Khusus untuk pegawai BRI, sebelum diserahkan ke 

kanwil Jogjakarta, formulir dan syarat diserahkan kepada pimpinan cabang BRI 

Surakarta terlebih dahulu untuk penentuan limit dan plafon kredit. 

Keempat, Kanwil Jogjakarta mengirimkan berkas kepada bagian divisi kartu 

kredit kantor pusat BRI untuk verifikasi data pemohon dan penganalisaan. Verifikasi 

data yang dilakukan oleh BRI pusat antara lain adalah mewawancarai pemohon 

melalui telepon untuk mencocokkan data-data yang diisikan pemohon pada formulir 

aplikasi permohonan kartu kredit, mencari informasi mengenai pemohon ke 

perekomendasi, mencari informasi pekerjaan pemohon melalui personalia atau 

sumber informasi lainnya di kantor pemohon, dan pertukaran informasi dengan bank 

lain yang menyangkut reputasi pemohon jika pemohon adalah pemegang kartu kredit 

bank lain. Dalam melakukan analisis data, BRI mengganakan prinsip 2C of credit, 

yaitu character dan capacity. Penilaian character/watak pemohon, kartu kredit dapat 
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dilihat berdasarkan data-data pemohon, seperti riwayat pinjaman pemohon, dari SID 

(Sistem Informasi Debitor) yang bisa diperoleh dari Bank Indonesia.Selain itu juga 

dapat dinilai berdasarkan informasi dari perekomendasi pemohon, tetangga pemohon 

atau orang terdekat pemohon serta dapat juga dinilai dari perilaku pemohon di 

masyarakat.Capacity/kapasitas pemohon dapat dinilai berdasarkan jumlah gaji bersih 

pemohon tiap bulannya, yaitu dari slip gaji asli yang diberikan kepada bank pada saat 

pengajuan permohonan kartu kredit (syarat khusus). 

Tahap yang kelima, pemberian putusan kartu kredit “disetujui” atau “tidak 

disetujui”.Kartu kredit yang disetujui akan dikirimkan ke BRI Cabang Surakarta 

beserta pemberian password dan PIN (Personal Identification Number). Bagi 

permohonan yang tidak disetujui, formulir dan syarat-syarat pemohon akan 

dimusnahkan dan tidak ada pemberitahuan kepada pemohon. 

Kartu kredit yang dikirim oleh BRI pusat kepada kantor BRI cabang 

Surakarta akan dikirmkan ke alamat pemohon yang kemudian berubah status 

menjadi nasabah pemegang kartu (card holder), beserta buku panduan penggunaan 

kartu kredit dengan syarat dan ketentuan pemegang kartu. 

 

Kontrak Penerbitan Kartu Kredit Antara Pihak Bank Sebagai Penerbit Dengan 

Pihak Nasabah Sebagai Pemegang Kartu Kredit 

Syarat dan ketentuan yang telah ditandatangani oleh pemohon pada formulir 

aplikasi permohonan Kartu Kredit, merupakan perjanjian baku yang telah dibuat oleh 

Bank (penerbit) untuk disetujui pemegang Kartu. Perjanjian bakuitu sendiri adalah 

perjanjian yang menjadi tolok ukur yang digunakan sebagai patokan atau pedoman 
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bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.4Pada 

dasarnya perjanjian baku tersebut bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, 

yang mana setiap orang bebas atau leluasa untuk membuat perjanjian dan 

menentukan isi dari apa yang diperjanjikan. Akan tetapi, selama pemohon tidak 

merasa keberatan dan menyatakan sepakat untuk mengikatkan dirinya (Pasal 1313 

KUHPerdata), maka perjanjian tersebut dianggap sah (berdasarkan asas 

konsensualisme). 

Pada perjanjian penerbitan kartu kredit, pemohon bersedia mengikatkan 

dirinya kepada penerbit atas suatu prestasi. Dalam hal ini perjanjian yang terjadi 

antara penerbit dengan nasabah termasuk ke dalam jenis perjanjian baku standar 

sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya 

di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat dalam hal ini ialah pihak kreditur yang 

lazimnya mempunyai posisi kuat dibandingkan pihak debitur.5 

Oleh sebab itu, seluruh isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh 

pemegang kartu memiliki kekuatan hukum diatas segala peraturan perundang-

undangan yang ada, karena pemegang kartu dianggap telah membaca, mengerti, dan 

menyetujui seluruh isi dari kontrak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 

ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.6 

                                                 
4Abdulkadir Muhammad, 1992, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Bandung: 
Citra Aditya Bakti, hal. 6 
5Mariam Daruz Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, hal. 53 
6Ahmadi Miru, 2012, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 58 
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Konsekuensi dari pasal tersebut adalah janji yang mengikat para pihak. 

Unsur-unsur kontrak/perjanjian baku seperti yang telah dijelaskan diatas dengan 

demikian tegas membedakan kontrak dengan suatu pernyataan sepihak.7 

Para pihak melakukan kontrak dengan beberapa kehendak, yaitu8Kebutuhan 

terhadap janji atau janji-janji, kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua 

atau lebih pihak dalam suatu perjanjian, kebutuhan terhadap janji-janji yang 

dirumuskan dalam bentuk kewajiban, dan kebutuhan terhadap kewajiban bagi 

penegakan hukum 

Menurut Johannes Ibrahim, kontrak atau perjanjian merupakan salah satu 

dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan 

perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih 

subyek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.9 

Syarat sahnya suatu perjanjian baku tidak jauh berbeda dengan syarat 

sahnya suatu perjanjian pada umumnya. Yaitu sebagaimana yang diatur pada Pasal 

1320 KHUPerdata yakni antara lainadalah  Kesepakatan meraka yang mengikatkan 

diri (will severeenstemming/Agreement);Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

(capacity);Satu hal tertentu (bepaald onderwrep/certainty o term); dan Suatu sebab 

yang halal (geororloofde orzake/Legality). 

 

 

                                                 
7 Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 36 
8 Stephen Graw, 2002, An Introduction to The Law Of Contract, Sidney: Thomson Legal and 
Regulatory Limited, hal. 25 
9 Johannes Ibrahim, Op. Cit., ,hal. 32 
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Upaya BRI Cabang Surakarta Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Pada 

Nasabah Pemegang Kartu Kredit 

Kemudian, untuk mencegah terjadinya wanprestasi pada pemegang kartu 

kredit, BRI sangat mengutamakan asas kepercayaan kepada calon pemegang kartu 

kredit. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa menjadi pemegang Kartu Kredit BRI 

mengingat dalam memberikan kartu kredit BRI tidak menggunakan agunan atau 

jaminan. Orang-orang yang telah disetujui permohonannya dalam penerbitan kartu 

kredit telah dipercaya oleh pihak penerbit memiliki karakter yang baik dan memiliki 

kemampuan yang memadahi dalam pelunasan tagihan. Dalam Pasal 8 ayat (1) 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan: “Dalam memberikan kredit 

atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai 

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta 

kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan 

pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Sebelum seseorang 

tersebut mengajukan formulir aplikasi permohonan kartu kredit, pihak bank akan 

mengedukasi calon nasabah kartu kredit tersebut dengan cara memberitahukan 

seputar cara kerja kartu kredit, cara pelunasan beserta biaya-biaya yang harus 

dibayarkan, serta memberitahukan resiko-resiko apa saja dalam penggunaan kartu 

kredit. Pihak bank juga akan menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah 

pemegang kartu kredit, misalnya saja dengan cara memberikan penawaran-

penawaran promo terbaru kepada nasabah melalui SMS/Email maupun melalui 

telepon.10 

                                                 
10Dimas Sutikno Putro, Account Officer BRI Cabang Surakarta Slamet Riyadi, Wawancara Pribadi, 
Surakarta, 31 Januari 2014, pukul 10.00 WIB. 
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Resiko secara umum dapat dikatakan sebagai kemungkinan terdapatnya 

dampak yang tidak diharapkan dari kondisi yang tidak pasti.Untuk menghadapi 

berbagai resiko, umumnya bank memiliki kebijakan internal yang disebut dengan 

manajemen resiko.Manajemen resiko adalah kegiatan yang sistematis berupa 

kebijakan, prosedur dan praktek manajemen dalam menganalisis, mengevaluasi, 

mengontrol, dan mengkomunikasikan hal-hal yang berhubungan dengan resiko. 

Tujuan manajemen resiko bank adalah menjaga agar aktivitas bank tidak 

menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank itu untuk menyerap 

kerugian atau yang membahayakan kelangsungan usaha bank itu sendiri.11 

Selain itu dalam mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran maupun 

wanprestasi, bank menerapkan sistem transaction alert berbasis sms kepada nasabah, 

sesuai dengan Pasal 29A PBI No. 14/2/PBI/2012 Tentang penyelenggaraan kegiatan 

APMK, yakni, dalam rangka peningkatan keamanan transaksi, penerbit wajib 

mengimplementasikan transaction alert kepada pemegang kartu untuk transaksi 

dengan kriteria tertentu; transaction alert wajib dilakukan melalui teknologi layanan 

pesan singkat; transaction alert dapat dilakukan melalui sarana lain sesuai 

permintaan pemegang kartu. 

 

Upaya Penyelesaian Yang Ditempuh Pihak Penerbit Apabila Terjadi 

Wanprestasi Pada Pemegang Kartu Kredit 

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau setelah jatuh tempo, BRI 

akan mengenakan denda kepada pemegang kartu 2,68% dari besarnya tagihan tiap 

                                                 
11 Ade Arthesa, Edia Handiman, 2006, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank, Jakarta: Indeks 
Kelompok GRAMEDIA, hal. 8-10 
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bulannya terhitung sejak jatuh tempo pembayaran.12 Jika saat jatuh tempo pemegang 

kartu belum juga melakukan pembayaran atas tagihan, pihak BRI sebagai penerbit 

akan langsung menghubungi pemegang kartu melalui telepon untuk mengingatkan 

pemegang kartu atas tagihan yang harus dilunasi beserta bunga yang harus 

dibayarkan atas keterlambatan pembayaran tagihan. Apabila dalam kurun waktu 1 

bulan (30 hari) pemegang kartu belum juga melakukan pembayaran, bank akan 

kembali menghubungi pemegang kartu untuk menyanyakan kesanggupan pemegang 

kartu dalam melakukan pembayaran tagihan kartu kredit guna meminimalkan 

pembayaran bunga kredit atas keterlambatan pembayaran. Upaya penagihan melalui 

telepon tersebut dilakukan oleh pihak penerbit secara terus menerus selama 

pemegang kartu belum melunasi pembayaran.Selain itu, pihak penerbit juga 

berupaya untuk menghubungi atau menanyakan kepada instansi yang bersangkutan, 

pihak yang merekomendasikan, serta keluarga dekat pemegang kartu mengenai 

pelunasan pembayaran tagihan kartu kredit secara terus menerus sampai pemegang 

kartu kredit tersebut melunasi pembayaran tagihan kepada pihak penerbit. 

Jika upaya penagihan diatas telah dilakukan dan tidak kunjung mendapat 

respon yang baik dari pemegang kartu, maka divisisi kartu kredit BRI akan 

mengeluarkan surat peringatan kepada bagian Account Officer (AO) kantor cabang 

yang kemudian AO akan memberikan surat peringatan tersebut kepada pemegang 

kartu secara langsung jika lokasi pemegang kartu tidak jauh dari lokasi kantor 

cabang, jika lokasi pemegang kartu jauh dari lokasi kantor cabang surat peringatan 

                                                 
12Dimas Sutikno Putro,Account Officer BRI Cabang Surakarta Slamet Riyadi, Wawancara Pribadi, 
Surakarta,  3 Februari 2014, pukul 09.30 WIB. 
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akan dikirim ke alamat pemegang kartu, dengan harapan pemegang kartu dapat 

segera melunasi pembayaran tagihan kartu kredit. 

Pasal 17B ayat (1) PBI No. 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan APMK menyatakan: “Dalam melakukan penagihan kartu kredit, penerbit 

wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang kartu kredit”. 

Berdasarkan SEBI butir VII.D Tentang Kerjasama penerbit APMK dengan 

Perusahaan Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan APMK angka 4 poin b ayat 3e 

menyebutkan bahwa: “Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang 

dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu”. 

Bank berwenenang penuh untuk menghentikan atau membatalkan atau tidak 

memperpanjang kartu setiap saat, dengan segala alasan tanpa sebab dan tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu, dan jika kartu dibatalkan 

oleh bank, pemegang kartu harus mengembalikan kartu pada bank/merchant/pihak 

ketiga yang dikuasakan oleh bank.Jika kartu telah dibatalkan atau telah habis masa 

berlakunya, pemegang kartu menyetujui untuk tidak menggunakan kartu tersebut 

lebih kanjut dan melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk melunasi setiap dan 

semua hutang pemegang kartu.(Pasal 13 syarat dan ketentuan keanggotaan Kartu 

kredit BRI). 

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 tersebut, disebutkan bahwa bank berwenang 

penuh untuk menghentikan/membatalkan atau tidak memperpanjang kartu setiap saat 

tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu. Hal ini 

dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 ayat (1) KUHPerdata yang 

menyebutkan: “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-
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persetujuan yang timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi 

kewajibannya”. 

Pada pemegang kartu yang menggunakan fasilitas asuransi, namun 

mengalami gagal bayar/wanprestasi, maka perusahaan asuransi akan membayar ganti 

rugi kepada bank atas ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya 

kewajiban pemegang kartu. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 12/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini 

Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship (PMK 124/2008) Pasal 1 angka (2), yang 

menyatakan bahwa: “Asuransi kredit adalah lini usaha asuransi umum yang 

memberikan jaminan pemenuhan kewajiban financial penerima kredit apabila 

penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian 

kredit”. Namun harus dengan syarat, bahwa pemegang kartu telah meninggal dunia. 

Apabila terdapat kekurangan dalam pelunasan, maka ahli waris 

berkewajiban untuk melunasi kekurangan tersebut kepada pihak bank.Namun jika 

terdapat kelebihan, maka segala kelebihan tersebut dikembalikan/diberikan kepada 

ahli waris pemegang kartu, sesuai dengan bunyi Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata, 

“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas 

segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal”. 

Selain fasilitas asuransi, terdapat fasilitas pendebetan rekening pemegang 

kartu secara otomatis. Pendebetan secara otomatis akan dilakukan oleh BRI pada saat 

pemegang kartu belum membayar tagihan ketika tiba waktu jatuh tempo. Fasilitas ini 

dapat berlaku untuk kredit komersil (umum) dan kredit pegawai.Jika pemegang kartu 
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wanprestasi dan saldo rekening tidak mencukupi, maka prosedur dilakukan seperti 

prosedur bank sebagaimana mestinya.13 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelititian dan pembahasan penulis yang telah 

dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan yakni: Pertama, mekanisme penerbitan 

Kartu Kredit yang dijalankan oleh BRI dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap 

permohonan penerbitan Kartu Kredit, tahap analisa dan penentuan limit beserta 

plafon kredit, tahap penerimaan atau penolakan penerbitan kartu kredit. Dalam 

penerbitan Kartu Kredit, BRI hanya akan memproses permohonan berdasar 

persetujuan pemohon, dalam hal penggunaan fasilitas Asuransi, Debet rekenig, 

maupun yang tidak menggunakan fasilitas tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pasal 

18 ayat (4) PBI No. 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. 

Kedua, kontrak penerbitan kartu kredit antara penerbit dengan pemegang 

kartu pada bank BRI menggunakan perjanjian baku, dimana mengandung unsur 

klausula baku dan klausula eksonerasi, dimana klausula-klausula tersebut pada 

dasarnya dinilai bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, Namun apabila 

dilihat berdasarkan ketentuan pada unsur pasal 1313 ”sepakat mengikatkan diri” dan 

ketentuan pasal 1338, selama pemohon tidak merasa keberatan dan menyatakan 

sepakat untuk mengikatkan dirinya, maka perjanjian tersebut dianggap sah (asas 

konsensualisme) dengan isi perjanjian sebagai undang-undang yang harus ditaati 

                                                 
13 Dimas Sutikno Putro, Account Officer BRI Cabang Surakarta Slamet Riyadi, Surakarta, 21 April 
2014, pukul 11.30 WIB. 
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oleh para pihak. Dengan kata lain pemberian kartu kredit harus sesuai permohonan 

pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 14 PBI No. 14/2/PBI/2012. 

Ketiga, pada saat proses analisis data, BRI sangat mengutamakan asas 

kepercayaan. Oleh karena itu, BRI melakukan analisis mendalam mengenai 

character dan capacity pemohon, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 

No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.Penerapan menejemen resiko dan prinsip 

kehati-hatian oleh BRI juga telah sesuai dengan pasal 15 ayat (1), pasal 15A dan 

Pasal 29A PBI No. 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. 

Keempat, dalam melakukan penagihan, BRI cabang Surakarta sangat 

memperhatikan etika-etika penagihan, yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17B 

ayat (1) PBI No. 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK.Serta 

jika terjadi suatu hal, tanpa pemberitahuan, BRI dapat menghentikan/ membatalkan 

atau tidak memperpanjang kartu setiap saat, sesuai pasal 1266 ayat (1) KUHPerdata. 

Untuk penyelesaian pada pemegang kartu yang menggunakan fasilitas asuransi 

(asuransi jiwa) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 12/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini 

Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship (PMK 124/2008) dan pasal 833 ayat (1) 

KUHPerdata. 

 

Saran 

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah: 

Pertama, sebaiknya pada formulir aplikasi permohonan kartu kredit dan 

lembar keanggotaan kartu kredit BRI, tulisan syarat dan ketentuan menggunakan font 
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size yang agak besar dan dengan jarak spasi yang digunakan tidak terlalu rapat.Agar 

para calon pemegang kartu kredit maupun anggota kartu kredit dapat membaca dan 

memahami isi perjanjian dengan baik dan jelas. 

Kedua, sebaiknya BRI juga mencantumkan mekanisme secara terperinci 

yang menjelaskan mengenai upaya penyelesaian-penyelesaian sengketa yang 

dilaksanakan para pihak baik yang menggunakan fasilitas kartu kredit BRI seperti 

asuransi dan auto debet, maupun yang tidak menggunakan fasilitas tersebut. Supaya 

jika suatu saat terjadi perselesihan dan/atau permasalahan dalam pelaksaan perjanjian 

kartu kredit, para pemegang kartu kredit juga dapat mengetahui segala akibat, serta 

dapat berhati-hati dalam menggunakan kartu kredit. 
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